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BUP,ATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR4 TAHUN 2007

TENTANG

PETUN.IUK TEKNIS OPTIRASIONAL SATUAIY POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ACEH UTARA

BUP,\TI ACEH UTARA

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman,
tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaxruul
Pemerintahan, Pembangunan dan kegiatzrn masyarakat yang
Kondusit'. perlrr msnlngkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam rnelaksanakan tugasnya;

b. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong praja dapat
berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu ada pedornan
operasional sebagai Petunjuk teknis bagi Sattian polisi pamong
Praja dalam melaksanakan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Petunjuk reknis operasional satuan Polisi pamong praja
Kabupaten Acetr Utara;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tatrun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran I.,egara Nomor 1092)

2- Undang-undang Nomor 44 Thn 1999 tentang penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daeratr Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara 3893);

3. Unda,g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor a$l;

4. Undang-undang Nomor 1l tahun 2006 tentang pemerintatran Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62
Tambahnn Lenibaran Negara Republik Inclonesia Nomor a$l;
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5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintatr Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 TahUn 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembarraur Negara Republik Indonesia Nomor 4090)

7. Peraturan, Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor I12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesier Nornor aa2};

8. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang
Pedoman Prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tatrun 2005 tentang
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi
Pamong Fraja.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 tahun 2001
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Aceh tltara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACETI UTAB.A TFNTA-Nr} PtrTIIN.ITIK
TEKNIS OPERAI]IONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;

BAB I
KETENTUAI\ UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daorah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah

2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Utara adalatr Perangkat Pemerintalr
Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah/Qanun.

4. Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalatr Petunjuk bagi
aparat Polisi Pamong Praja" dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran
dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah/Qanun Kabupaten Aceh
Utara.
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BAI} II
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 2

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Operasional sesuai dengan Petunjuk
Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Dalavn melaksanakan tugas Operasional Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang
kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Operasional Polisi Pamong Praja sebagai mana dimaksud dalam pasal 3

terdiri dari:

a. Petunjuk Teknis Operasional ketentraman dan ketertiban umun;

b. Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan
Kerusuhan Massa;

Penanganan Unjuk Rasa dan

Petunjuk Teknis OperasionzJ Pelaksanaan Pengarvalan pejabaV orang-orang
penting;

c

d. Petunjuk Teknis Operasional Penjagaan tempat-tempat penting;

e. Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Patroli

t'. Petunjuk Teknis Penyelesaian kasus pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Peraturan Daerah,/Qanun.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Operasional Polisi Pam<-rng Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala Biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan petunjuli Teknis Operasional Polisi
Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Aceh Utara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diahu dalam peraturan ini, akan ditur kemudian dengan keputusan
Kepala Kantor Sanran Polisi Pamong Praja sepanjang r^rengenai ketentuan
pelaksanaannya dengan mempcrhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
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Pasat 8

Pemturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan Pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
padatanggal 23 NoPamtzF 2007 M

1928 H

q&\BT'PATIACEH-Y

Wr
IIJYAS A HAMID
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEII UTARA
NOMOR 24 TAHUN2OOT
TANGGAL 23 Nopc'r\bec 2007

PETTJNJUKTEKNIS OPERASIONAL SATUAI\ POLNI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA

I. UMUM

Ketentrarnan dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang
riremungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang p€laksanaan
pembangunan di daerah secara bcrkesinamhungan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum merupakan kebututran dasa dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan
masyarakat.
Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Parnong Praj4 tugas pokok Satuan Polisi Pamong
Praja adalah untuk memba.:rtu Kepala Daerah, Menegakkan Peraturan Daerah/Qanun
dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketentrarnan Masyarakat dan
Ketertiban Umum.

Dalam melaksakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai :

1. Fungsi:

a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentrarnan darr
Ketertiban Umum Daerah.

c. Pelaksanaan Kebijerkan Penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Peraturan
Kepala Daerah.

d. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala
Daerah dengan Aparat Kepolisian Negar4 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dan atau Aparatur lainnya.

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan
Daeratr,/Qanur dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Kewenangan:

a. Menertibkur dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang
menggarggu ketentraman dan ketertiban umum.

b, Melakukan pemeriksaan terhadap waiga masyarakat atarr hadan hrrkum vans
melakukan pelanggaran atas Peratuan Daerah/Qanun dan Peraturan Kepala
Daerah.

c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan
DaeraVQanun dan Peraturan Kepala Daerah.



3. Kewajiban :

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agamq dan hak azasi manusia dan
norrna-nom-n sosial lairurya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat- mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga

adanya tindak pidana ya:rg bersifat pelanggaran atau kejahatan.
d. Menyerahkan kepada PPNS atau ditemukannya atau patut diduga adanya

pelanggamn terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketentraman
dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah/Qanun dalam
rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu pedoman yang dapat
dijadikan acuan dalam bentuk petunjuk teknis yang berlaku dan mengikat
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Utara.

II MAKSUD, TUJUAN DTN SASAITAN.

1. Maksud
Maksud penyusunan petunjuk teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan
kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah/Qanun dan
Peraturan Kepala Daerah.

2. Tujuan
Tujuan penyusunan petunjuk teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam
penyelenggaraan ketentramarr dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan
Daerah,/Qanun dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Sasaran
Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dengan sebaik-baiknya.

III. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Penrbinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong,
mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan
teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksarna
menurut rencana/program peiaksanaan dengan ketentuan, petunjulq normq
sistem dan metode secara elektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil
yang diharapakan secara maksimal.

2. Tugas penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka
melaksanakan penyampaian informasi tentang progam pemerintah, peraturan
perundang-undangan, Peraturan Daeratr,/Qanun, Peraturan Kepala Daerah dan
produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan
rlapai meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepahrhan
masyarakat terhadap peratruan yang berlaku sehingga proses pembangunan
dapat berjalan dengan lancar.

3. Masyarakat adalah masyarakat Aceh Utara, baik sebagai individr:./perorangan
maupun sebagai kelompok diwilayah hukum Kabupaten Aceh Utara yang hidup
dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta
kepentingan yang berbeda-bed4 tempat tinggal dan situ,.si yang berbeda, akan
tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.

4. Kete(iban adalah su"sana yang mengarah kepada keterraturan dalam masyarakat
menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam
rangka mencapai tuj uan yang diinginkan.

5. Pembinaan ketentraman dan ketertibaa umum adalah segala usaha, tindakan dan
kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusurum, pengembangan,
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pengarahan, pemelihaman serta pengendalian dibidang ketentraman dan
ketertiban umum secara hrdaya guna dan berhasil guna.

6. Tujuan dari pembinaan ketentmman dan ketertiban umum adalah unhrk
menghilangkan atau menguangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap

. ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar
roda pemerintahan dan peratuan perundang-undangan dapat berjalan dengan
lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman,
tertib dan teratur dalarn memantapkan Ketahanan Nasional.

7. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang
atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak pres dgngan keadaan yang
ada.

8. Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus diantisipasi
dan dilakukan tindakeur pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
aparat Pemerintah l)aerah dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum.

9. Pengawalan terhadap para PejabaVOrang-orang peiling (VIP) adalah
- merupakan sebagaian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat
Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum.

10. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat
pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

I L Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat
rutin.

12. Penegakan Peraturan Daerah/Qanun adalah upaya aparaymasyarakat
melaksanakan Peraturan Daerah/Qanun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan pencegahan pelanggrran Peraturan Daerah serta tindakan p€nertiban
terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

iV. PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Ketentraman dan Ketertiban umum

1. KetgntuanPelaksanaan

a. Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina
ketentraman dan ketertiban umum adalah :

I ) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama
pengetahuan berbagai bentuk Pemerintahan Daerah dan
peraturan perundang-undangan lairurya.

2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar. Dapat juga dengan bahasa
daerah.

3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi
yang baik.

4) Berwibawa- penuh percaya diri dan tanggung jawab yang
tinggi.

5) Setiap petugas harus dapat menarik simDatl masyaxakat.
6) Sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya

Satuan Polisi Pamong Praja dan kepada Pemerintah Daerah
umunnya serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat
memberikan altemaJif pemecahan masalah tanpa mengurangi
tugas pokoknya.

7) Petugas pcmbina ketentraman dan ketertiban umum harus
memiliki sifat :

a) Ulet dan tahan uji.
b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada

semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya.
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c) Mampu membaca situasi.
d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat

Pemerintah lainnya.
e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang

tain.

b. Khusus
Pengetahuan Casar yang harus dimiliki oleh petugas pembina
Ketentraman dan Ketertiban Umurn adalah :

l) Pengetahuan tentang tugas-'tugas pokok Polisi Pamong Prala
khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.

2) Pengetahrnn dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-
undangan.

3) Mengetahui d,sar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi
Pamong Praja.

4) Mengetahui dasar-dasar ilmu komunikasi.
5) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang

berlaku di daerah.
6) Memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang

berpotensi dapat mengganggu kondisi ketentraman dan
ketertiban umum di Daerah baik dibid"ng ekonomi, politik,
sosial, budaya dan agama.

7) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar
hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban.

2. Perlengkapan dan Peralatan

a. Surat Perintah Tugas.
b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
c. Kenderaan Operasional ( mobil patroli dan mobil penerangan ) yang

dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
d. Kenderaan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban

terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang
lokasinya sulit ditempuh oleh kenderaan roda empat.

e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Padn Kecelakaan ( P3K).
f. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
g. Alat-alat perlerrgkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan

ketenti-aman dan ketertiban umum.

3. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan

Salah satu cara pembinaan ketentraman dan ketertibim umum
adalah Sosialisi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah/Qanun,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam
menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal
tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi bertahap dan
berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya
ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di
dalam sosialisi harus memenuhi :

a. Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau
Badan Usaha.

b. Penetapan waktu pclaksanaan Sosialisasi seperti Bulanaq Triwutan,
Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan waldu
tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan
memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian
keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

c. Penetapur materi Sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan
sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi
sosialisasi disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran sosialisasi.



d Penetapan tempat.
Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal, hal
tersebut sangat tergantung kepada kondisi dilapangan.
Penetapan dukuugan Administrasi.
Penentuan Nara Sumber.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketentrarnan
dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

r. Formal
l) Sasaran perorangan

a. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota
masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk
memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya
ketaatan terhadap Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan
Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

b. Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang
perbuatarurya telah melanggar dari ketentuan Peraturan
Daeralr/Qanun, Peratumn Kepala Daerah dan produk
hukum lainnya untuk memberikan arrhan dan pembinaan
bahwa perbuatan yang telah dilairukannya mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara
umu.rr.

2) Sasaran kelompok
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan
dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan
menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang
ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti
pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap
Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban
tuntun.

b. Informal
Seluruh Aparat Pemerinta,\an Daerah khususnya aparat drbidang

penertiban seperti Polisi Pamong Praj4 mempunyai kewajiban moral
untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan
Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum
lainnya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan
keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah maupun ditempat-tempat lainnya
yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketenEaman dan
ketertiban umurn adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh
diantara aparat penertiban dan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan
masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan
masyarakat terhadap Peraturan Daerah/Qanun dan Peraturan Kepala
Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangrman
dalam keadaan tentram dan tertib di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketentraman dan ketertiban
umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas
umum yaitu :

1) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi.
2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat Gampong dan Kecamatan.
3) Tatap muka.
4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah Tim yang khusus dibentuk

untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti
Tim Ramadharr, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (I3)
dan bcntuh tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah
dalam mcrnelihara ketentraman dan ketertiban umum.

e

f.
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4. Teknis Operrsional

Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
dalam menjalankan tr.rgas:

a. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih
dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan
Pemerintah yang termasuk altematif per ecahan masalah dari
Pimpinan.

b. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan
serta peralatan yang harus dibawa..

c. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat
perintah tugas.

d. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah,/Qanun, Peraturan
Kepala Daerah dan produk hukum lainnya serta Daerah binaan yang
dijadikan sasaran sebelum dilaLukan pembinaan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat
terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan
peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan
Daerah/Qanun, Perairran Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
Sedangkan putusan frnal atas pelanggaran tersebut merupakan
kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban
disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penediban yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yusticial.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban
maka:
a. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan

tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota
masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan
Daerah,/Qanun, Peratwan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya
dengan cara :

1) Dengar keluhan masyarakat dengau seksama.
2) Tidali memotorrg pembicaraan orang.
3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap pemersalaharurya.
4) Jangzm langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan

masyarakat.
5) Jadilah pembicara yang baik.

Setelah mr:ndengar keluhan dari masyarakat yang harus dilalarkan
adalah:
1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan

kedatangannya.
2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang

dilakukannya telah melanggar Peratuan Daerah'/Qanun,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainny4 jika tidak
cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat
panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi
Peunong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang
ditakukannya dan diberikan pembinaan dan penluluhan.

3) Bcrani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah
lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan
Kepala Daerah atau produk hukum lairmya.

4) Jika telaL dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah/Qanun,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka
kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan
bekerjasarna dengan aparat penertiban lainnya serta Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

b
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a. Pembinaan Tertib Pemerintahan :

3)

Melaksanakan piket secara bergiliran.
Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap
Pengamanan Kantor.
Memberikan/memfasilitasi Bimbingan dan Pengawasan serta
membentuk pelaksanaan Siskambling bagi Gampong dan
kelurahan.
Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Adminishasi
Ketertiban Wilayah.
Mclaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam
rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah/Qanun,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lairurya.
Mcmberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang
dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan
ketentraman dan ketertiban umum.
Melalcukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya
kriminalitas.
Mcngadakan pemeriksaan terhadap Bangunan Tanpa Izin,
tempat usaha dan melakukan penertiban.
Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan
sengketa dalam masyarakat.
Melalcukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

4)

5)

6)

8)

e)

l)
2)

7)

10)

b. Pembinaan Tertib Lingkungan.

l) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap pengambilan
pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan.

2) Memberikal Bimbingan dan Pengawasan mengenai
pengcndalia-n dan penanggulangan sampah, Kebersihan
lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat
sepe(i pasar.

3) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap usaha dan
kegiatan yang mengandalkan lingkungan turtuk rnenghasilkan
barang produksi.

4) Melakukan r.rsaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.

c. Pembinaan Tertib Sosial.

Melakukan usaha kegiatan :

1) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian
bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan
maupun kelompok masyamkat yang diperkirakan menjadr
sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS.

2) Refresif melalui razi4 penampungan sementala untuk
mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada
perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai
gelandangan, pengemis dan WTS.

3) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengatuarl pendidikan,
pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung
halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga
masyarakat.

4) Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar,
aman, bersih dan tertip.

5) Memonitor, memberikan motifasi dan pengawasan terhadap
warung toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa
iilengkapi dengan izin usaha.

5. Pembinaan



6) Melakukan kerjasama dengan Dinas / Instansi terkait dan Aparat
Keamanan dan Ketertiban kawasan lahan / parkir.

7) Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap para pelanggar
Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum lairurya.

8) Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yaug ditetapkan
Pemcrintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam
rangka meningkatkan target penerimaan pendapatan asli Daerah,

6. Administrasi

a. Persiapan

l) Penetapan sasalan, waktu dan objek yang akan diberikan
pembinaan.

2) Penempatan tempat, bentuk dan metode penhlna:.
3) Mengadakan survey lapangan.
4) Mengadakan koordinasi dengan Dinas/lnstansi terkait dan Aparat

Keamanan dan Ketertiban lainnya.
5) Penyiapan adrninistrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat

perintah, surat teguirn dan surat panggilan terhadap masyarakat
yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun, peraturan
Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

6) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud
dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan
pembinaan.

b. Pelaksanaan

l) Sebelum menuj,r 565616 6agi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
yaug bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa
kelengkapan yang akan dibawa.

2) Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketehiban umum yang
berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan
Dinas/lnstansi terkait.

3) Bentuk koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di daerah
dilakukan sesuai dengan keperluan :

a) Melalui rapat koordinasi dengan lnstansi terkait.
b) Rapat koordinasi pelaksanaan.
c) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.

4) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat
teguan, setelah ditarda tangani oleh penerima, maka petugas
segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. pemberian
teguan tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi
sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.

5) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka/langsung
wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomi teknik-teknik
berkomunikasi dengan memperhatiakan sikap dan sopaa santun
dalam berbicara.

6) Pembinaan yang d.ilakukan melalui forum disesuaikan dengan
maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen
atau hasil pembahasan/pembicaraarurya.

Evaluasi

1) Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan
ketertibarl baik yang dilakukan secara rutin, insidentil maupun
operzsi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan
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Polisi Pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong
Praj a/yan g memerintahkan melaporkan kepaoa Kepaia Daerair.

2) Mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja / yang memerintahkan
tentang yang ditcmui dilapangan untuk dicari solusinya.

3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan
hasil evaluasinya.

B. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1. Ruang L,ingkup

a) Unjuk rasa dalam keadaan damai
Untuk unjuk rasa dapat berupa demontrasi, pawai, rapat umum, ataupun
mimbar bebas. Untuk unjuk msa umrunnya telah diberitatrukan terlebih
datrulu kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya dari pihak Kepolisian
memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Kerusuhan Massa
Keadaan yang dikatagorikan kerusuhan massa adalah :

l) Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat
mengganggu ketertiban umum serta melalarkan kekerasan yang
membahayakan keselarnatan jiwa" harta dan benda antara lain:
a) merusak fasilitas umum dan instansi pemerintah.
b) Melakukan pembakaran benda-berrda yang mengakibatkan

terganggunya arus lalu lintas.
c) Melakukan kekerasan terhadap orang / masyarakat.

2) Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan
perintatr petugas/aparat pengamanan antara lain :

a) Melewati garis batas yang telatr diberikan petugas.
b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas

keamanan.

2. Pelaksanaan

a) Penangganan Unjuk rasa dalam keadaan damai

1) Persiapan
(a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
(b) Menyiapkan Perlengkapan yang diperlukan :

(l) Perlengkapan peromngan, helm, pentungan, borgol,
tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api
(bagi yang rnempunyai izin).

(2) Kenderaan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu
perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat
komunikasi.

(c) Menyiapkan daftar petugas dan Surat Perintatr Pengamanan
(d) Komandan opersi memberikan arahan singkat perihal :

(l) Lokasi
(2) Rute yang ditempuh.
(3) Situasi yang mungkin dihadapi
(a) Tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan

2) Pelaksanaan
(a) Koordinasi

Keprila Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/
memberitahukan kepada Bupati dan Komandan. Operasi
melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya
dilap,angan seperti dengan pihak Kepolisian, Linmas atau
apar:rt lainnya tentang :

(l) Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa.
(2) Ilute yang akan dilalui.

')
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(3) Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa.
(4) Waktu yang disediakan.
(5) Lokasi unjuk rasa.

(b) Isolasi
(1) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama

pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa
dengan massa penonton.

(2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara
kekerasan.

(3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam ikatan
operasi

(c) Negosiasi dan penangganan
(l) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama

pihak Kepolisian untuk melakukan pengamanan.
(2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa.
(3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa.

3). Laporan hasil kegiatan
(a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia

(Format A)
O) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.

b) Penanganan I(erusuhan Massa

l) Persiaparr
(a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDI- ID
(b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :

(l) Perlengkapan Perorangan : Helm, Pentungan, Borgol,
Tameng, Senjata Api (bagi ),ang mempunyai izin)

(2) Kenderaan khusus dilengkapi dengan Sirine, lampu
perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.

(c) Menyusun daftar petugas dan Surat Perintatr pengamanan.
(d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal

tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.

2) Pelaksanan
(a) Komandau Operasi melale*an koordinasi dengan pihak

Kepo,lisian tentang langkatr-langkah tindakan yang akan
dilakukan.

(b) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai
tenaga pendukung / bantuan, hanya melakukan tindakan sesuai
koordinasi pihak Kepolisian.

(c) Tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan
lapangan.

3) Laporan Hasil Kegiatan
(a) Membuat iaporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format

A).
(b) Membuat laporan langsung terhadap kelaoran yang

memerlukan tindak segera.

C. Pengawalan pejabat / Orang-orang penting

1. Ruang Lingkup
Pengawalan terhadap para pejabat / VIP dilakukan dengan cara:
a. Pengawalan dengan sepeda motor.
b. Pengawalan dengan kenderaan mobil.

l,J
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2. Pelaksanean
a. Pengawalan dcngan sepeda motor

l\ persiapan

a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL ID.
b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :

(l) Perlengkapan Perorangan, trelm, pentungan, borgol
dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang

(z) [:ft'"ffi-,,'ff];, dilengkapi dengan sirine, lampu
perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat
komunikasi.

c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat perintah
Pengawalan.

2) Pelaksanaan
a) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi

berjajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda motor.
b) Pejabat/VlP sudatr berada didalam kendaraan dan siap

menerima laporan kesiapan dari pengawal.
c) Komandan Operasi menuju keajudan menyampaikan

laporan siap melakukan pengawalan.
d) Sr:peda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya

berangkat menuj u tujuan.
e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.
0 Tiba di tujuan :

(l ) Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan..
(2) Berhenti dan parkir ditempat yang aman.

g) Sr:lesai acara akan kembali ke kantor :

(l) Sepeda motor telah siap
(2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan,

selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan
menuju tujuan.

h) Tiba di Kantor.
Setelah sepeda motor diparkir, Komandan Operasi laporan
kepada ajudan batrwa pengawalan telah selesai
dilaksanakan.

3. Laporan Hasil Kegiatan
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia

(I'ormat B).
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.

b. Pengawalan dengan Kendaraan mobil

l) Persiapan
a) Memak-ai pakaian dinas Lapangan II (pDL ID
b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :

(l) Perlengkapan perorangan Helm, pentungan, Borgol,
Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api
(bagi yang mempiinyar izin).

(2) Kenderaan khusus dilengkapi dengan Sirine, lampu
perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat
komunikasi

c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintatr
Pengawalan.
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2) Pelaksanaa:r
a) Pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang

kesiapan kenderaan.
b) Komandan Operasi mwenyiapkan regunya 6 (enam) orang

untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan.
c) Komandan Operasi menuju ke ajudan dan melaporkan

kesiapannya unhrk melakukan pengawalan.
d) Komandan Operasi naik ke kendaraan duduk bersebelahan

dengan pengemudi, dan memerintatrkan pengemudi rurfuk
menj alankan kendaraan.

e) Solama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.
f) Tiba di tujuan :

( I ) Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan.
(2) Berhenti dan parkir ditempat yang aman.
(3) Anggota Operasi turun dan menyebar melakukan

pengawalan.
g) Selesai acara akan kembali kekantor :

(l) Kendaraan dan Anggota Operasi telah siap.
(2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan,

selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan
menuju tujuan.

(h) Tiba di Kantor:
Setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggota Operasi turun,
Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa
pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3) Laporan hasil kegiatan.
a) M.embuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia

(I'ormat B).
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.

D. Penjagaan Tempat-Tempat Penting

1. Ruang Lingkup

Penjagaan tempat- tenrpat penting yang perlu dilakukan oleh satuan polisi
Pamong Praja antara lain :

a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintatr Daerah.
b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daeratr.
c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat pemerintatr Daeratr.
d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujiia:i Tamu r/Ip
e. Gedung dan Aset Penting.
f. Upacara dan Acara Penting.

2. Pelaksanaan

a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah

l) Persiapan
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (pDL ID.
b) Melakukan Kerjasama dengan DinaVlnstansi terkait.

2) Pelaksanaan
(a) Merencanakan penyus,nan jadwal dan petugas yang akan

melakukan tugas di Rumatr Dinas.
(b) Membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga

pengganti yang di tandatangani oleh yang melimpahkan dan
yang menerima pelimpahan tugas.
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(c) Mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang
berkunjung.

(d) Melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu gerbang peda
saat Pejabat/lamu keluar masuk lingkungan Rumah Dinas.

(e) Memcatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain yang
terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelepon.

(f) Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama
melakukan tugas jaga.

(g) Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas
pelayanan seperti p€tugas Telepon, PAM, Listrik dan lain-lain.

(h) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif
disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian.

(i) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau
sejenisnya serta para pencari sumbangan ( 2erorangan, yayasan
dlD.

3) Laporan Hasil Kegiatan

a) Membuat laporan tertulis sesrrai format yang tersedia (Format
c).

b) Mcmbuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

b. Sekitar Rusng Kerja Pejabat Pemerintah Daerah

1. Persiapan

a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (pDL II).
b) Melakukair Kerjasama dengan Dinas/lnstansi terkait.

2. Pelaksanaan

(a) Melatcukan Perneriksaan di Lingkungan Ruang Kerja pejabat
sebelum yang bersangkutan tiba.

(b) Melakukan koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan pejabat
yang bersangkutan.

(c) Melakukan pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari yang
bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
waktu I (satu) minggu yang akan datang.

(d) Memberikan pelayanan penun_iang lainnya kepada pejabat
tersebut bilamana diperlukan.

(e) Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang
berkunjung.

(f) Melakr.rkan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap
tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.

(g) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau
sejenisnya serta para pencari sumbangan ( perorangan, yayasal
dll).

(h) Mcngingatkan kepada Tata Usaha untuk melakukan
pengecekan kembali terhadap instalasi Listrik, Air, pemadarr
Kebakaran, Ac, tempat penyimpanan dokumen/arsip dll,
setelah Pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat.

(i) Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau
sampai dengan batas waktu Pejabat meninggalkan tempat.

3) Laporan Hasil Kegiatan.

a) Mernbuat laporan te(ulis
(Fonnat C).

sesuai format yang tersedia



b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

c. Lokesi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerinteh deerah

1) Persiapan

a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

2). Pelaksanaan
(a) Melakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan

benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjrurgan kerja
pejabat.

(b) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan
kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat.

(c) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap
tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di
lingkungan lokasi kunjungan pejabat.

(d) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian penting/
menonjol lokasi kunjungan kerja pejabat.

(e) Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila
menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa
BOM, bahan peledak dan jangan sekali-kali di pegang/disentuh
scrta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang
dicurigai tersebut.

(f) Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi
kunjungan pejabat.

(g) Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan
deng:n jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan
dilaksanakan.

(h) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau
pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut
berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan
di undang menghadiri acara yang dimaksud.

(i) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya
dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

O Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

3). Laporan Hasil Kegiatan.
a) Membuat laporan tertulis sesrni format

(Format C).
b) Membuat laporan langsung terhadap

memerlukan tindak segera.

yang tersedia

kejadian yang

d. Tempat Kerlatangan dan Tempat Tujuan Tamu/I)elegasi VIp
1). Persiapan

a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (pDL II).
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/lnstansi terkait.

2). Pelaksanaan
(a) Melakukan Penjagaan di lingkungan terapat kedatangan dan

tempat tuj uan Tamu/Delegasi.
(b) Melakukan pcmeriksaan pendahuluan terhadap objek dan

benda-benda dilingkungan tempat kedatangan dan tempat
tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba dilokasi.

(c) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan
kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan.
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(d) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap
tompat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.

(e) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian
penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat tujuan.

(f) Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila
menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa
BOM, bahan peledak dan jangan sekali-kal- di pegang/disentuh
serta melokalisir dan memberi tandd pada tempat yang
dicurigai.

(g) Mengawasi dau mengenali setiap tarnu undangan dan orang-
orang yang lingkungan tempatkedatangan dan tempat tujuan.

(h) Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan
dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan
dilaksanakan.

(i) Mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-
oftrng yang lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan.

O Melalcukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya
dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

(k) Saling mcmberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

3) Laporan Hasil Kegiatan.
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yarrg tersedia ( Format C ).
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerltrkan

tindak segera.

e. Penjagaan Gedung dan Aset Penting

1) Persiapan
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL ID.
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

2) Pelaksanaan
(a) Menpsun rencana j adwal pengawasan serta j enis gedung/asset

beserta lokasinya.
(b) Merencanakan dan menyiapkan petugas jaga.
(c) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan pengelola

gedurrrg/asset.
(d) Melakukan pendataan/bulfi kepemilikan gedung asset, gambar

situa;i/denah/proposal sebagai bahan pengecekan di lapangan.
(e) Melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan

dengan petugas j agalDinas/Instansi/Pengelola Gedung/Asset.
(f) Merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas

perlengkapan yang digrurakan untuk memonitor Gedung/Asset.

3) Laporan Hasil Kegiatan.
a) Menrbuat laporan tertulis sesuai format

(Fonmat C).
b) Mem.buat laporan langsung terhadap

memerlukan tindak segera.

yang tersedia

kejadian yang

f. Upacara dan Acara Penting

l) Persiapan
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
b) Melakukarr Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait

2) Pelaksanaan
(a) Merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga di

lingkungan tempat upacara/acara penting



(b) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan
benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai.

(c) Melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas disekitar lokasi.
(d) Mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara

menunjuk tempat parkir yang disediakan.
(e) Melakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja barang

atau sejenisnya dilokasi.
(f) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan

kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai.
(g) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap

tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian
dilingkungnn lokasi.

(h) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/menonjol di sekitar lokasi.

(i) Melaporkan kepada aparat keamanar/polisi terdekat, bila
menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa
BOM, bahan peledak dan jangan sekali-kali di pegang/disentuh
serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang
dicurigai.

O Mengawasi dan mengenal terhadap setiap tamu undangan dau
orang-orang yang berada dilokasi.

(k) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau
pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan ters€but
berkenaan dengan jurnlah dan daftar tamu undangan yang akan
di undang menghadiri acara dimaksud.

(l) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya
dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

(m)Saling memberikan informasi daiam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

3). Laporan Hasil Kegiatan.
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.( Format

c).
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.

E. Operasional Patroli
1. Ketentuen dalam Pelaksanaan

a) Umum
Beberapa p€.rsyamtan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas
patroli :

1) Setiap petugas hans memiliki kewibaan yang tercermin dalam
jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab.

2) Dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati
masyarakat.

3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada rnasyarakat tanpa
mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan.

4) Setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap
situasi lirrgkurgan dan arif dalam menangani suatu peristiwa serta
dapat melaporkannya dengan benar.

5) Petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain :

(a) Ulet dan tahan uji.
(b) Memiliki sifat ingin tahu
(c) Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat

menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat.
(d) Menyadari bahwa tugas adalah dari Pemerintah.
(e) Mampu memahami serta mefflmpung apa yang merupakan

keinginan/aspirasi masyarakat.
(0 Ramah, Sopan dan santun serta menghargai setiap orang
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6) Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk
melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti pasar dan
pertokoan.

b) Khusus

Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap petugas
patroli:
l) Pengetahuan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
2) Pengetahuan Dasar Hukum dari_ suatu tindakan atau kegiatan yang

ada Peraturan Daerahnya.
3) Pengetahuan dan penguxaaii tentang sustu d:e=b4.,.{!a),ah

misalnya:
(a) Letak dan wilayah tersebut.
(b) Gedung-gedung Pemerintah dan Instansi-instansi Vital.
(c) Jalan-jalan, Lorong, dan Gang-gang.
(d) Jenis usaha masyarakat, pekerjaan dan keadaan ekonomi

masyarakat.
(e) Pejabat-pejabat pemerintah dan orang-omng penting.
(f) Keadaan ketertiban.
(g) Pengetatruan tentang sumber-sumber penyebab dari segala

macam bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban antara
lain:
(l) Segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat.
(2) LokasiJokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran

(WTS/lokasinya).
(3) Tempat-tempat hiburan (bar / night cluL, cafe, dislotik dll).
(4) Tempat-tempat usaha yang memp.myai dampak negatif

terhadap lingkungan.

c) Petunjuk dalam Patroli.

l). Sebelum petugas berangkat patroli wajib .memeriksa semua
kelengkapan sesuai dengan ketentuan/petunjuk yang diberikan
prmpinan.

2). Untuk patroli jalan kaki :

a. Tugas Patroli dimulai sejak keluar dari kantor.
b. Dilakukan minimal2 (dua) orang.
c. Patroli pada siang hari sebaiknya di daeratr pasar dan pertokoan

yang dianggap rawan.
d. UsBhakan untuk mengenal daerah paholi.
e. Dalarn melaksanakan pauoli perhatian harus ditujukan kepada

hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan pemerintah
Daenrh/Qanun serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan.

f. Dalarn hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu :
(l) Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan

Keindahan).
(2) Terjadinya kebakaran.
(3) Bencana alam.

(g) walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan untuk berani
mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya,
akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norrna-
nonna dan perafuran yang berlaku.

3). Untuk Patroli dengan kendaraan bermotor :

(a) Ketentuan dan petunjuk unhrk patroli berjalan kaki berlaku
pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor.

(b) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan :

(l) Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan).
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(2) Berkendaraan mobil.
(c) Persiapan sebelum berangkat palroli wajib memeriksa

kelengkapan kendaraan sebagai berikut :

(l) Bensir; oli.
(2) Ban roda
(3) Perkakas kendaraan termasuk dongkraklkunci roda, dll
(4) Rem, air accu, dll
(5) Perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.

4). Beberapa. ketentuan tentang pdtroli dengan kendaraan bermotor
terhadap peraturan lalu lintas :

a Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya.
b. Taati peraturan lalu lintas.
c. Jalankan kendaraan dengan kecepatan yarlg semestinya.
d. Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu

sekali.
e. Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan

pada malam hari.

5). Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan
Daerah/Qanun (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak
pada tempntnya, tempat usaha yang mengganggu
lingkunganlketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin
usaha tempat usah4 dan lainnya yang bersifat mengganggu
ketertiban umum.) :

(a) Ambil langkah-langkah atau tindakan per&ma berupa
penyuluhan, teguran dan peringatan.

(b) Catat dan laporkan pada pimpinan.
(c) Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

penyakit masyarakat :

(a) Apakah ada gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi
di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada
pengendara kendaraan bermotor.

(b) Apakah ada wanita-wanita tuna susila (WTS) dijalan pada
malam hari.

(c) Apakah ada tempat-tempat/orang-orang yang menjual
minuman keras dan lainnya.

6). Cara melaksanakan komunikasi sosial dalam rangka tugas patoli.
Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka
dan perorangan, kelompok dan dengan massa. Komunikasi sosial
dilaksanakan bersifat :

(a) Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara
mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, misalnya
penemngan tentang tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

(b) Penyuluhan dan bimbingan. Disini dipertukan pengetatruan
tentang Peraturan Pemerintah Daeratr, Peraturan Kepala Daerah
dan produk hukum lainnya. Petugas harus memberikan
penyuluhan dan pengetatruan (sosialisasi) tentang peraturan
yang ada yang menyangkut dengan kewajiban sebagai seoftrng
w:uga negara yang baik misalnya :

(l) Bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan diatas
trotoar dan badan-badan jalan.

(2) Setiap penppsaha harus memiliki surat izin tempat usatra
yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

(3) Setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai
surat izin mendirikan bangunan.
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(4) Memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang
menyangkut dengan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan) kota.

(5) Memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang sifat nya
untuk menegakkan Peratuarn Daeratr dan menjaga
kr:tertiban umum.

(c) Penggalangan
Dalarn hal ini petugas berkewajiban untuk mengajak
masyarakat agar mau mentaati aturan yang ada" sadar akan
kewa.iibannya untuk membbyar pajak serta masyarakat mau
menjitga dan menciptakan ketertiban, kebersihan dan
keindahan kota.

7) Petunjuk khusus tentang teknik-teknik berkomunikasi.
(a) Jadilah pembicara yang baik.
(b) Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat

kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang
ramah.

(c) Mengenallcan diri secara lengkap.
(d) Kemukak rn apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi.
(e) Beri llesempatan orang untuk berbicara.
(0 Jadilah pendengar yang bijaksana.
(g) Dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan seksarna.
(h) Jangan memotong pembicaraan mereka.
(i) Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka.

0) Tunjukkan contoh tauladan dari sikap dan perilaku sehari-hari
sebagai Polisi Pamong Praja yang baik.

2. Bentuk dan cara
a. Bentuk-bentuk parroli

Tugas patroli dapat dilaksanakan delarn bentuk sehaqai herihrt :

l) Patroli Pengalvasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan
suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam.

2) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat
refresif.

b. Cara Patroli
sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, sasaran yang ada serta tugas
dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan
tugas patroli adalah :

l) Paholi berjalan kaki.
Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak
dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor, patroli berjalan
kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan
masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat.

2) Paholi bersepeda motor.
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dal mengawasi suatu
wilayah serta memberi bantuan kepada pat-oli berjalan kaki dalam
wilayah yang lebih luas.

3) Patroli kendaraan roda empat atau lebih.
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu
wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor
dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang
lebih banyak.

3. Perlengkapan /Peralatan
a. Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdiri dari :

l) Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
2) Kartu Tanda Anggota.
3) Kartu Tanda Penduduk.
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4) Pluit.
5) Pentunllan.
6) Senter.
7) Buku saku dan alat tulis.
8) Topi/Hr:lem.
9) Kopelrim.
l0) Jaket.
I l) Borgol.
12) Senjata api (bagi yang mempunyai izin).

b. Perlengkapan/Peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari :

l) Perlengkapanperorangan.
2) Pentungan.
3) Borgol.
4) Senjata api (bagi yang mempunyai surat izin).

c. Perlengkapan/Peralatan Patroli bersepeda motor terdiri dari :

1) Perlengkapanperorangan.
2) Pentungan
3) Borgol.
4) Senjata api (bagi yang mempunyai surat izin).
5) Sepeda Motor Dinas dengan perlengkapan :

(a) Surat Izin Mengemudi.
(b) srNK.
(c) Peralatan Kunci.

d. Perlengkapan/Pera.latan Patroli kendaraan roda empat terdiri dari :

1) Perlengkapanperorangan.
2) Pentungan.
3) Borgol.
4) Senjata api (bagi yang mempunyai surat izin).
5) Kendaraandenganperlengkaoan :

(a) SIM (bagi pengemudinya).
(b) srNK.
(c) Lampu patroli.
(d) Lampu sorot
(e) Sirine.
(0 Kotak P3K.
(g) Kunci-kunci dan donglnak.
(h) Alat pemadam kebakaran.

4. Pelaksanaan

a. Perencanaan Patroli

Perencanaan Tugas Patroli harus dibuat dengan memperhatikan :

l) Keseimbangan antara cara dan Mrana dengan sasarannya.
2) Teilaksananya kerjasama Satuan Polisi pamong praja dengan

masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai daya guna
dan hasil guna.

3) Sebab akibat yang timbul, yang memturgkinkan polisi pamong
Praja harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu.
Terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan ganggurul
terhadap ketentraman dan ketertiban umum merupakan akibat dari
suatu sebab. Karena itu setiap perencanaan, tugas patroli harus
d:dasarkan kepada perkiraan keadaan.

4) Perencanaan tugas patroli harus disesuaikan dengan tuga pokok
Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang berlaku serta
mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai perahuan
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perundangan yang ada" kepada masyarakat dalam meningkatkan
ketentraman dan ketertiban umum.

5) Hat-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam
perencanaan patroli adalah sebagai berikut :

a) Untuh setiap tugas patroli harus dibuat surat perintah yang
ditanda tangani oleh Kepala'Satuan, dimana dicamtumkan
jumlah dan nama serta pangkat berikut NIP personil paholi
yang akan diberangkatkan.

b) Untul< tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas
pokok yang harus dilakukan, disamping itu diadakan
pembatasan terhadap personil paftoli untuk meqiaga disiplin.

c) Setel:rtr kembali dari patroli, kepala patroli yang ditunjuk harus
melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 jam dan
menyerahkan laporan tertulis. Berisi semua hal yang
menyan gkut penugasannya.

d) Ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan
dengrur situasi dan kondisi dacrah serta sifat dan tujuan
penugasan patroli.

b. Pelaksanaan bentuk-bentuk patroli
l) Patroli

a) Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota.
b) Penugasan patroli cukup dicantumkan dalam jadwal patroli pada

buku mutasi.
c) Tugas pertroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap

tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus
didengar dan dilihat, supaya dapat mengambiikesimpulan apa yang
harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan.

d) Setiap kejadian harus dicatat di buku mutasi.
e) Tugas Patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut :

(l) Patroli blok yaitu, patroli yang dilakukan dengan berjalan
kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat
yang raw'an terhadap ketertiban umum.

(2\ Patroli kawasan yaitu, patroli yang dilakukan dengan
kendaraan bermotor karena daeratrnya lebih luas, misalnya
satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan
pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
dengan ketertiban umum.

(3) Patroli Kabupaten, yaitu pengawasan terhadap Kabupaten
rnenyangkut ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala
Daeratr dan produk hukum lainnya yang ada diseluruh
wilayah kabupaten.

b) Tugas dari patroli adalah :

(l) Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan
Peraturan Kepala Daeratr.

(2) Melaksanakan pernbinaan masyarakat.
(3) Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai

tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

n(
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2) Paholi Pengawasan
a) Pafroli pengawasan adalatr penugasan patroli yang bersifat inpeksi

dan diselenggarakan mentrut kebutuhan untuk memantau keadaan
daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan
timbulnya gangguan terhadap ketenhaman dan ketertiban umum
serta upaya penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang ada.
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(4) Mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan
tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari
masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

3) Patroli Khusus
a) Patroli Khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara

khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan
dilapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya
penegakan ketertiban umum.

b) Tugas dari patroli adalah:
(l) Melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran

ketentraman dan ketertiban umum dan peraturan
dae:rah/Qanun.

(2) Menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah
khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhodap
ma:ryarakat yang nyata-nyata melanggar ketenfaman darr
ketertiban umum dan peraturan daerah/Qanun.

5. Administrasi
a. Surat Perintah Patroli

Setiap akan melaksamkan patroli hanrs membawa surat perintah
patroli yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Daftar Petugru Patroli
Dalam surat perintah patroli harus dicantumkan nama-nama anggota
yang ditunjuk mel aksanakan patroli.

c. Laporan Hasil Tugas Patroli
Apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membubt laporan
tugas patroli yang diseratrkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong
Praj a.

F. Penegakan Peraturan Daerah/Qanun

1. Secara Teknis

a. Proses penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang dilakukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negen Srprl (rrNsl pada
prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh penyidik POLRI.

b. Baik PPNS maupun penyidik polri dalam menyelesaikan kasus
menitik beratkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang
objektiftanpa ada intervensi dari pihak manapun.

c. Perbedaan dari tugas PPNS dan penyidik polri adalah terletak pada
kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang
menjadi dasar hukumnya.

3. Pelaksanean
Diketahuinya pelanggaran Peraturan Daera.h/Qanun (ketentraman dan
ketertiban umum) yang dilakukan adatah :

a. Penyelidikan
l Pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undang- undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas

2. Penggolongan
Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran
Peraturan Daerah,/Qanun yang dilahrkan oleh Satuar^ Polisi Pamong praja
sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Dimulainyapenyelidikan.
b. PenyiCikan.
c. Pemeriksaan.
d. Penindakan.
e. Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara (tilang).



kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan
penyelidikan.

2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran perda/Qanun
(Trantibum) dapat menggunakan,kewenangan pengawasan dan
atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam
lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
(perdr/Qanun).

3. dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan
penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik polri.

b. Penyidikan Pe langgaran Peraturan Daerah/Qanun (Trantibum)
l. Dilaksaru&an oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa

yang teriadi merupakan pelanggaran peraturan daerah/Qanun
(trantiburn) yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang
sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
dalam wi.layalr kerjanya.
Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketatrui dari :

a) Laporan yang dapat diberikan oleh :

l. setiap orang
2. petugas

b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas.
c) Diketahui Iangsung oleh PPNS.

Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah/Qanun baik
melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh
PPNS dituangkan dalam bcntuk lapora:l !:c"j:di::l ),3ng
ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan (Format
Lampiran 1).

Dalam hal tertangkap tangan.
Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat
melaksanakan:
a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai'kewenangan yang

ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum
Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.

c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan
instansi terkait sesuai dengan bidang, bentuk pelanggaran
perda/Qanun (Trantibum).

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang
bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada
petugas lain yang bukan penyidik.
Setelah diadakan penreriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan
tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan
daerah/Qanun sertra bersedia dan mentaati unhrk melaksanakan
ketentuan peraturan Caerah/Qanun tersebut sesuai dengan jenis
usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu l5 hari sejak pelaksanaiul
pemeriksaan tersebut akan mengakui kesalahan kepada yang
bersangkutan diharuskan membuat surat pemyataan (Format
Lampiran 2).

d. Pemanggilan

1. Dasar hukum pemanggilan adalatr sesuai dengan ketentuarr KUHAP
sepanjang menyangkut pemanggilan (Format Lampiran 3).

2. Dasar pernanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kevrenangan
yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing (perda'Qanun)
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3. Yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja .

4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik
(PPNS), maka penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh
pimpinannya selaku penyidik.

5. Dalam turl pimpinan Satuan polisi Pamong Praja bukan penyrdik
(PPNS), maka surat pemanggilan ditandatangani oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.

6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang
bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan
tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam
dengan pasal 216 KUHAP).

7. Dalam h:rl parrggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah
dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta
bantuan kepada penyidik polri unhrk melakukan penangkapan.
Setelah tindalian penangkapan dilakukan penyidik polri segera
melakukan pemeriksaan tentang ketidak hadiran tersangka/saksi
memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap
pelanggaran perda di bida,rg lingkup tugas dan kewenangan PPNS
dilakukan oleh PPNS.

8. Dalam hal yang dipanggil berdornisili di luar wilayah PPNS
pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik polri dan
pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS
yang bersangkutan.

9. Surat panggilan harus su<iaii ,jitciima olch ;m; d!p::ggi!
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang
ditentukan.

10. Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi
instansi PPNS yang bersangkutan.

11. Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada
diluar negeri din:.intakan bantuan kepada penyidik polri.

e. Penangkapan

1. Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki
kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal
tertangkap tangan.

2. Dalam hal tertangkap tangan karena pelonggaran perda/Qanun dan
bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi
terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewer^angan Satuan Polisi
Pamong Praja, maka kemudian diserahka,r kepada PPNS, yang
bersangkutan segera melakukan pemeriksaan.

3. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik
polri maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan
kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. Kadit Serse (Format
Lampiran 4).
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f. Penyitaan

Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar
hukum PPNS dan tata cara diatur dalam KUHAP.
l. Surat p€rmintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh

PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat dengan tembusan kepade penyidik Polri (Format
Lampiren 5).

2. Dalam hal PPNS memerlukan bantuau penyidik Polri untuk
melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan peuyitaan
kepada penyidik Polri (Format Lampiran 6).



3. Penandatanganan surat perintah penyitaan diatur sebagai berikut:
a) Dalam hal atasan Anggota Polisi Pamong Praja seorang

penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat perintah
pcnyiuan dilakukan oleh atasan Anggota Polisi Pamong Praja
selaku penyidik (Format Lampiran 7).

b) Dalam hal atasan Anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik
(PPNS) maka penandatanganan surat penyitaan dilakukan oleh
Anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui
atasannya.

4. Sehubungan dengan pelaksairem penyitaan tersebut PPNS
memberikan &rnda penerimaan benda , selain kepada orang dari
dimana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti (Format
Lampiran 8) atau dikembalikan bedasarka Putusan Pengadilan
Negeri (Format Lampiran 9).

g. Penyelesaian/Penyegelan/Pemeriksaan cepat

1. PPNS wajib melaksanakan administarasi penyidikan dari setiap
perkara yang ditangani.

2. Penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan
sebagai berikut :

a) Dalam hal atasan Anggota Polisi Pamong Praja seorang
penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar
berkas perkara dilakukan oleh atasan langsung Anggota Polisi
Pamong Praja selaku penyidik.

b) Dalam hal atasan Anggota Polisi Pamong Praja bukaq penyidik
(PPNS) maka penandatanganan surar pengantar berkas perkara
dilakukan oleh Anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS
dengan diketahui atasannya. (Format Lampiran 10)

3. Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah/Qanun (Trantibum)
PPNS melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap
pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk ketentraman dan
ketertiban umum yang dilanggar.

4. Kemudian PPI{S membuat berita acara surat pernyataan berupa
surat perjanjian.

5. Dalam surat perjanjian tersebut mernuat berupa identitas
siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian :

a) Obyek tindak pidana yang dilanggar.
b) Waktu dal lamanya perjanjian.
c) Kemudian memuat tanggal dan ditandatangani ol.eh yang

berjanji.

6. Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang
bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat membuat
surat teguran I dengan hmtutan kepada instansi terkait sesuai
dengan bidang dan bentuk pelanggaran perda/Qanun (Trantibum).

7. Apabila teguran I (pertama) tidak dilaksanakan dalam jangka
waktu 7x24 jam maka dapat disusul dengan teguran II (kedua)
dengan tetap memberikan tembusan kepada instansi terkait
(Format Lampira.r I l). Setelah dilakukan teguran 2 (dua) kali
berturut-turun maka PPNS dapat membuat laporan kepada Kepala
Daerah berupa laporalr khusus :

ri



a) Dasar
b) Fakta
c) Langltah-langkah
d) Tindakan
e) Saran

0 Kesimpulan
g) Penutup

8. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan serta langkatr-langkah penyelesaian
yang ditempuh sebelumnya maka dapat diberikan tindakan sesuai
dengan bidang dan bentuk Perda/Qanun (Trantibum) yang
dilanggar. Dengan jalan memberikan saraR maka diperoteh
kesimpulan kepala daeratr dapat membenkan pertmbangan
sebagaimana yang terdapat dalam perda diantaranya penyegelan
yang diseratrkan secara adminishasi kepada instansi terkait sesuai
dengan bidang dan bentuk Perda/Qanun yang dilanggar dan secara
teknis operasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja dibantu
dengan instansi terkait lainnya di dalam hal pelaksanaan
penyegelan (Format Lampiran 12).

9. Pemeriksaan tindak pidana secara cepat (tr'ormat Lampiran l3).
a) Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh ppNS

terhadap pelanggaran tindak pidana K-3 atau pelanggaran
Perda/Qanun yang ancaman hukumarmla tidak lebih dari
3 (tiga) bulan penjara

b) Peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS derrgan jalan
.mendatangkan hakim dan jaksa ke Satuan Polisi Pamong praja
untuk dilaksanakan sidang di tempat.

c) Adapun terlaksananya peradilan cepat tersebut terlebih datrulu
dilakukan koordinasi dengan aparat terkait diantara aparat
penegak hukun seperti Polri, Hakim dan Jaksa.

10. Pengawasan dan pengendalian
a) Dalam rzurgka pengawasan dan pengendalian Satuan polisi

Pamong Praja wajib mensosialismikan dan memberikan
bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar
masyilrakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan kebijakan
Kepala Daerah.

b) Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja
adalah bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daeratr
betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh miuyarakat
maupun aparat pelaksanan.

c) Tanggung jawab PPNS disuatu instansi secara hirakhis terikat
terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

d) Pengawasan yang dilkukan oleh instansi masing-masing juga
dapat dilakukan olehn PPNS agar tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan oleh aparat pelaksana.

e) Pengawasan dapat dilakukan oleh polisi pamong praja
terhadap orang / oknum atau nrasyarakat yang diduga
melakukan tindakan melanggar Peraturan Daeratr, dengan
melaliukan penelitian secara cermat dan bila hasil penelitian
tersetrut ternyata orang/oknum, masyarakat benar-benar
melanggar peraturan daerah, dapat dilakukan pemanggilan,
teguran dan peringatan.
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f) Pengendalian lebit lanjut dapat dilakukan berdasarkan butir e,

dan apabila pelanggaran peratumn daerah benar-benar telah
dilakukan serta dianggap berdampak negatif, dapat dilal<ukan
penangkapan oleh Polri terhadap si Pelanggar dan selanjutnya
dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-
undangan.
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